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Abstrak 

 

Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan 

melawan hukum. Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan 

sertipikat hak atas tanah milik penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan 

kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan tercemarnya nama baik Notaris 

walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun permasalahan yang 

diangkat dalam tesis ini adalah mengenai kewenangan notaris terhadap penahanan 

sertipikat dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli dan dampak 

penahanan sertipikat hak atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum Notaris 

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode 

penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris. Alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data 

sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil analisa penelitian ini adalah 

dalam rangka pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli, Notaris memiliki 

kewenangan untuk menyimpan dokumen yang berupa alas hak milik penghadap yang 

akan diurus haknya tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL dalam kasus 

ini sudah sesuai dengan wewenangnya. Penahanan dokumen alas hak atas tanah yang 

dilakukan oleh Notaris dalam putusan ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum 

karena Notaris justru melakukan perbuatan yang didasarkan kepada perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1a UUJN. Putusan Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat 

(Tuan AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver klaard), sudah tepat karena gugatan 

Tuan AK tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan notaris tidak harus memberikan 

ganti rugi terhadap pihak manapun akibat perbuatan penahanan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AK. 

 

Kata Kunci: Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Penahanan Sertipikat Hak Atas Tanah 

 

1. PENDAHULUAN 

Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lain, sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
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Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).”1 Kewenangan berasal dari kata 

dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai 

untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah “apa yang disebut kekuasaan formal, 

kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari 

kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa 

wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap 

suatu bidang pemerintahan.”2 Kewenangan notaris termuat di dalam Pasal 15 Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu antara lain bahwa,  

“notaris berwenang membuat akta autentik, berwenang dalam mengesahkan tanda 

tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, memiliki wewenang 

dalam membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan.”3,  

dan kewenangan-kewenangan lain yang tersebut dalam pasal tersebut. 

Terkait kewenangan-kewenangan yang dimiliki Notaris dalam menjalankan 

profesinya tersebut, salah satu dari kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik. Pengertian akta autentik terdapat dalam Pasal 1886 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yaitu,  

“merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh 

undang-undang dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu di 

tempat akta itu dibuat.”4  

Dalam pengertian yang umum, akta autentik diartikan sebagai alat bukti terkuat dan 

terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan 

masyarakat. Akta Autentik “sebagai alat bukti ini, menentukan hak dan kewajiban orang 

atau badan hukum sebagai subjek hukum di dalam masyarakat.”5 Akta autentik memiliki 

“kekuatan pembuktian lahiriah, materil dan formil.” 6 Selain memiliki 3 (tiga) kekuatan 

pembuktian, akta autentik juga memiliki 2 (dua) fungsi penting yaitu fungsi formil 

(formalitas causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa). 

Masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan dalam kehidupannya, seperti 

dalam kegiatan berbisnis, kegiatan kerjasama, kegiatan perbankan dan kegiatan-kegiatan 

lainnya memerlukan pembuktian atau alat bukti tertulis berupa akta autentik ini. 

Kebutuhan akan akta autentik semakin meningkat dalam masyarakat seiring dengan 

berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan dan kegiatan 

 

1 Sulhan, Syamsul Bachri, dan Wiwie Heryani, “Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan 

Jabatan Notaris-Code of Ethics In Running Notary Service”, (2013): 3. 

2 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 78. 

3
 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15. 

4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan 

R. Tjirosubidio, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2017), Ps. 1868. 

5 Jimmy Asshiddiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Setjen dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: 2006), hlm. 61. 

6 “Notaris Openbare Amtbtenaren Syafran Sofyan,” https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-

openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan. 09 Agustus 2017. 

http://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-
http://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-
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ekonomi dan sosial.7 Seperti yang telah diuraikan di atas, akta autentik memiliki fungsi 

sebagai alat bukti yang sempurna dikemudian hari yakni,  

“bahwa akta autentik notaris memiliki fungsi sebagai alat bukti yang harus 

dipandang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh pihak lain.”8 

Akta autentik notaris juga memiliki fungsi untuk menghindari adanya sengketa-

sengketa yang akan terjadi dikemudian hari, akta autentik ini bisa menjadi alat bukti yang 

kuat dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa tersebut. Walaupun akta autentik 

merupakan alat bukti yang berkekuatan mengikat dan sempurna dalam suatu sengketa 

hukum perdata, namun “suatu akta autentik dapat mengalami degradasi menjadi akta di 

bawah tangan apabila melanggar ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam UUJN 

diantaranya adalah tidak memenuhi format standar yang telah ditentukan di dalam 

ketentuan Pasal 38 UUJN. Selain itu akta autentik notaris dapat pula menjadi suatu akta 

yang tidak memiliki legalitas dan kekuatan hukum mengikat bagi para pihak apabila isi 

akta tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku baik di bidang hukum kenotariatan maupun hukum perdata lainnya, 

sehingga dapat menjadi batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalannya ke 

pengadilan.”9 

Pelanggaran-pelanggaran terhadap perundang-undangan dalam pembuatan akta 

tersebut sering terjadi, seperti notaris menjalankan tugasnya tidak menerapkan prinsip 

kejujuran, berpihak pada salah satu pihak, notaris yang membuat “akta tidak sesuai 

dengan fakta-fakta yang ada, dan banyak lagi kasus-kasus lainnya bahkan ada yang 

menyebabkan notaris terkena sanksi pidana, dimana notaris diduga melakukan tindak 

pidana ikut serta dalam melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta 

autentik. Akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang Notaris lakukan tersebut, 

menyebabkan Notaris dituntut atau dipanggil dalam proses peradilan baik itu peradilan 

perdata maupun pidana”.10 Notaris memiliki larangan-larangan yang harus ditaati dan 

dilaksanakan agar notaris tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam 

melaksanakan tugas kewajiban dan kewenangannya sebagai pejabat umum. Larangan 

yang dimaksud bagi notaris termuat di dalam Pasal 17 UUJN. “Terhadap Notaris yang 

melakukan larangan yang telah ditentukan dalam Pasal 17 UUJN dikenakan sanksi-sanksi 

berupa peringatan serta pemberhentian, dan lainnya.”11  

Pasal 17 UUJN berisi bahwa notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik 

harus pula berpedoman kepada kode etik notaris, dalam sikap dan perilaku, sehingga 

notaris tersebut terhindar dari permasalahan melakukan perbuatan melawan hukum yang 

pada akhirnya dapat digugat oleh pihak lain dalam hal pertanggungjawaban hukumnya 

 

7 Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. 

8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 

121-122. 

9 Nawawi Arman, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna, (Jakarta: Media Ilmu, 2011), 

hlm.12. 

10 Herlina Suyati Bachtiar, Notaris dan Akta Autentik, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 68. 

11 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 17. 
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sehingga dapat merugikan notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.12 

Notaris sebagai pejabat umum selain memiliki kewajiban dan larangan juga 

memiliki hak dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum pembuat 

akta autentik diantaranya adalah “notaris berwenang memperoleh honor (pembayaran) 

atas jasanya dalam pembuatan akta autentik. Honor/ pembayaran jasa notaris tersebut 

diperoleh dari para penghadap yang membutuhkan jasa hukum notaris dalam pembuatan 

akta autentik sebagaimana dikehendaki oleh para penghadap tersebut.”13 Apabila pihak 

penghadap “tidak memenuhi prestasinya dalam melakukan pembayaran terhadap notaris 

atas jasa yang telah diberikan oleh notaris tersebut, maka notaris berhak untuk menuntut 

penghadap tersebut untuk melakukan pembayaran atas jasa pembuatan akta yang telah 

diberikan oleh notaris kepada penghadap tersebut.”14  

Pada salah satu kasus sengketa litigasi yang terjadi di Jakarta, mengenai notaris 

yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan (Undang-Undang 

Jabatan Notaris)/melakukan perbuatan hukum dalam pembuatan akta autentik. Pada 

kasus yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

976/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt, dimana notaris HL ditunjuk untuk membuat akta perjanjian 

jual beli tanah antara Penggugat yaitu Tuan AK dengan pihak Tuan JH. Kemudian terjadi 

perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak, dimana Tuan AK menggugat pihak 

Tuan JH serta Notaris HL karena Tuan AK menduga adanya itikad buruk sejak semula 

dalam pelaksaanaan jual beli tanah tersebut, dimana tujuan para tergugat sesungguhnya 

ingin menguasai tanah milik Tuan AK secara melawan hukum dan perbuatan ini dibantu 

oleh Notaris HL. Selain itu, notaris HL digugat atas perbuatannya yang tidak bersedia 

mengembalikan atau menahan dokumen-dokumen asli kepemilikan tanah (surat-surat 

atas tanah), termasuk surat-surat tanah blok tikusan seluas 32.00 m2, yang Tuan AK 

telah titipkan sebelumnya karena Tuan JH meminta Tuan AK untuk menitipkan surat-

surat tanah tersebut kepada notaris HL guna mempermudah proses administrasi jual beli 

tanah.15 

 

2. PEMBAHASAN 

2.1 Kewenangan Notaris Terhadap Penahanan Sertipikat Dalam Rangka 

Pengurusan Untuk Melaksanakan Pengikatan Jual Beli 

Secara teori, tanah berarti penting bagi kehidupan masyarakat serta memiliki nilai 

ekonomis. Tanah memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat, karena manusia 

membutuhkan tanah selain untuk tempat tinggal juga untuk perkebunan, pertanian, 

peternakan, jalan serta kebutuhan lainnya. Dalam pengertian hukum, “tanah tidak hanya 

sekedar dimaksudkan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas, tetapi 

meliputi ruang di atas dan di bawah permukaan bumi dan setiap benda yang tumbuh di 

 

12 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 

98. 

13 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 36. 

14 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004…, Ps. 36. 

15 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

976/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt Tahun 2019. 
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atas dan/ atau yang melekat secara permanen di atas permukaan bumi, termasuk pula yang 

berkaitan dengan kepemilikan tanahnya”.16 Karena pentingnya mengenai kepemilikan 

tanah tersebut, maka untuk mengatur kehidupan manusia, terutama dalam hal tanah 

diperlukan suatu pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang penting 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga di Indonesia tentang pendaftaran 

tanah diatur dalam UUPA. Pendaftaran tanah merupakan: 

“awal dari proses lahirnya sebuah bukti pemilikan atas tanah, hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya, sebagaimana 

diamanatkan oleh undang-undang. Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 19 UUPA 

tentang perlunya pendaftaran tanah untuk kepastian hukum, maka untuk peraturan 

pelaksanaan dibentuklah PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pada 

proses pendaftaran tanah ini kemudian diperlukan suatu alat bukti yang memberikan 

kejelasan tentang hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum.”17  

Akta autentik berisi hak serta kewajiban yang jelas serta menjamin kepastian hukum agar 

juga terhindar dari sengketa. Pasal 9 PP No. 24 tahun 1997, disebutkan tentang “obyek 

pendaftaran tanah yang meliputi Tanah Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan, Tanah 

Wakaf, Hak Milik atas satuan rumah susun, Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan 

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, Tanah Negara.”18 

Terkait dengan obyek pendaftaran tanah, maka diperlukan suatu akta dalam 

memperoleh hak atas tanah tersebut yaitu akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan, 

dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata berkaitan adalah 

bersangkutan (yang satu dengan yang lain); saling mengait; segala yang berkaitan 

(dengan).19 Jika berdasar pada UUJN terutama pada Pasal 15 ayat (2) huruf f, maka 

notaris di sini berhak untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan 

terhadap hak atas tanah seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama 

dan seterusnya yang berkaitan dengan pertanahan.20 

Sebagaimana di sebutkan dalam pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang 

berwenang membuat akta autentik, “disini akta-akta tanah juga merupakan akta autentik 

(ditinjau dari pengertian akta autentik Pasal 1816 KUHPerdata), maka kewenangan 

pembuatan akta-akta tersebut sebenarnya dapat dilaksanakan dihadapan Notaris, dalam 

hal ini Notaris juga merupakan pejabat umum yang dapat ditunjuk khusus oleh Menteri 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pejabat umum yang 

berwenang mengkonstatir suatu perjanjian dengan obyek tanah ke dalam suatu akta 

 

16 Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi 

Tanah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 161. 

17 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN 

No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Ps. 19. 

18 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997, LN No. 

59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Ps. 9. 

19 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 

507. 

20 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 171. 
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notariil, dengan tujuan untuk menghindari adanya spesialisasi dalam fungsi dan tugas 

notaris sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UUJN.”21 

Notaris merupakan pemegang jabatan terhormat pemberian negara sesuai dengan 

Undang-Undang, yang memiliki pengertian yaitu seseorang yang diberikan kewenangan 

dalam menghadirkan produk hukum berupa akta. Keberadaan Notaris bertujuan dapat 

memberikan pelayanan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan pembuktian tertulis memiliki sifat autentik yaitu berupa bentuk akta. 

Selanjutnya dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ditentukan 

yaitu mengenai akta autentik dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan melalui kuasa 

pejabat publik yang berkaitan dengan hal tersebut serta tempat pelaksanaan pembuatan 

akta. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak sesuai dengan 

ketentuan hukum untuk menciptakan kepastian pihak-pihak yang bersepakat, dan terkait 

perkara maka akta tersebut bisa menjadi pedoman bagi pembuatnya, termasuk dalam hal 

jual beli yang sudah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu.22 Jual beli merupakan:  

“persetujuan untuk memberikan/ memindahkan hak atas kepemilikan 

berupa barang yang diukur menurut harga untuk menerima pembayaran sesuai 

kesepakatan. Sedangkan menurut Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan jual beli 

merupakan kesepakatan antara pihak yang satu agar mendapatkan benda, serta 

pihak lain agar menerima pembayaran sesuai yang disetujui.”23 

Untuk kelancaran administrasi mengenai kegiatan jual beli, Notaris membuat 

suatu akta pengikatan jual beli agar pihak-pihak saling terikat (sebelum dibuatkan Akta 

Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT) sebagai syarat 

adanya transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan. Pengikatan tersebut lahir disebabkan 

belum dipenuhinya unsur-unsur untuk menjual atau untuk membeli tanah sehingga proses 

diselesaikannya transaksi menjadi tersendat. Tidak ditemukan suatu pembeda antara 

perjanjian secara umum dengan perjanjian jual beli yang hadir yang diatur pada Buku III 

KUH Perdata dengan pemberian sebebas-bebasnya serta sebesar-besarnya terhadap 

subjek hukum dalam melaksanakan persetujuan tanpa mempermasalahkan isi dan 

bentuknya dengan tetap mengindahkan aturan hukum, agama, dan tata susila (pada 

umumnya unsur-unsur wajib sebelum bisa  dilaksanakannya perjanjian  pokok sehingga 

tercapai tujuan akhir bagi pihak-pihak).24 

Kewenangan Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan sesuai 

dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 

Kewenangan (atau biasa dikenal dengan wewenang) ialah perbuatan hukum yang 

diemban oleh profesi tertentu berlandaskan ketentuan-ketentuan/ kaidah-kaidah undang-

undang yang sah mengatur profesi tersebut.25 Sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 

 

21 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya: Arloka, 2003), 

hlm. 161-162. 

22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]…2017, Ps.1868. 

23 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]…, Ps.1457. 

24 A. Gumilang Rosadi, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya”, Jurnal Cendekia Hukum, vol.5, no. 2, (2020): 

245-246. 

25 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30…, Ps. 1. 
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UUJN menyebutkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat produk hukum berupa 

akta autentik terhadap seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan  sesuai ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku dan/atau yang diinginkan oleh para pihak, menetapkan 

ketentuan tanggal akta tersebut dibuat, melakukan penyimpanan terhadap dokumen-

dokumen akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, yang  dilaksanakan selama 

akta tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau pihak lain yang ditentukan oleh 

ketentuan undang-undang.26 

Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menentukan bahwa saat melaksanakan 

profesinya, Notaris berhak membuat akta berbentuk minuta akta serta melakukan 

penyimpanan yang merupakan bagian dari protokol Notaris. Sehingga, Notaris/PPAT 

wajib menyimpan minuta akta yang sama bunyinya dan dalam bentuk aslinya sebagai 

bagian dari protokol Notaris.27 Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

tersebut di atas, Notaris/ PPAT berwenang menyimpan akta berbentuk minuta akta yang 

merupakan bagian dari protokol Notaris, “yang ditegaskan kembali pada Pasal 1725 KUH 

Perdata dengan ketentuan yaitu apabila yang memberi titipan meminta barang  yang  

dititipkan,  untuk itu wajib diberikan saat itu juga meskipun telah ada penetapan dalam 

perjanjian mengenai waktu mengembalikan, selain karena barang tersebut sudah disita 

dari yang memberi titipan. Notaris harus dapat  menciptakan kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum dengan umumnya memerlukan pembuktian sebagai penentu secara 

terang mengenai tanggung jawab perdata Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh staf 

Notaris di hadapan penghadap.”28 Kewajiban serta hak seorang sebagai subjek hukum 

pada kehidupan sosial ialah sebuah prinsip dari negara hukum.  

Pengertian sertipikat yang tertulis dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dokumen pembuktian hak yang sah dan tetap tentang 

keterangan fisik dan keterangan yuridis sesuai kandungan  didalamnya, selama tidak 

bertentangan dengan keterangan yang terdapat di surat ukur serta buku tanah hak yang 

bersangkutan.29 Putusan Mahkamah Konstitusi:009-014/PUU-III/2015 menentukan 

bahwa informasi dalam pembuatan akta oleh Notaris terkait pertanahan, berupa 

perbuatan-perbuatan hukum mengenai wewenang pelaksanaan aktanya adalah wewenang 

khusus serta mencirikan para Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam transaksi jual beli, 

“notaris berwenang untuk melaksanakan pembuatan akta pengikatan jual beli apabila 

para pihak belum dapat membuat akta jual beli tersebut sebagai akibat adanya beberapa 

persyaratan yang belum terpenuhi. Seperti misalnya, pembayaran yang belum lunas  atau 

dibayarkan secara bertahap, atau proses pemecahan sertipikat, belum dapat membayar 

pajak”, atau kondisi tertentu lainnya yang tidak melanggar hukum yang ada.   

Notaris juga berwenang membuat akta pengikatan jual beli, sebelum pada 

akhirnya dapat dipenuhi seluruh syarat-syarat diadakannya akta jual beli oleh para pihak 

dihadapan pejabat yang berwenang yaitu pelaksanaan jual beli hak atas tanah dihadapan 

 

26 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30…, Ps. 15. 

27 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30…, Ps. 16 ayat 

1b. 

28 M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-

Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, vol.3, no.1, (2019): 98. 

29 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997…, Ps. 32 

ayat (1). 

http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/issue/view/245
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PPAT sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf (a) PP No. 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). “Pembuatan akta 

perjanjian jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) oleh notaris sebagai 

pejabat umum merupakan upaya hukum bagi pihak penjual dan pihak pembeli untuk 

melaksanakan perbuatan hukum jual beli dengan menggunakan akta PPAT, agar dapat 

dilaksanakan perbuatan hukum balik nama hak atas tanah tersebut dari nama penjual 

kepada nama pembeli di kantor pertanahan setempat. Sebagai perjanjian pendahuluan, 

akta perjanjian jual beli tersebut mengikat para pihak baik calon pembeli maupun calon 

penjual untuk pada saatnya di kemudian hari melaksanakan perbuatan hukum peralihan 

hak atas tanah yang telah bersertipikat tersebut melalui akta PPAT.”30 

Pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh notaris sebagai perjanjian 

pendahuluan tersebut pada waktunya nanti akan dibuat AJB dihadapan PPAT, yang 

biasanya juga dilaksanakan oleh oknum pejabat umum yang sama namun dengan jabatan 

yang berbeda. Oknum notaris yang membuat akta perjanjian jual beli, pada umumnya 

akan membuat juga akta jual beli namun tidak dalam kapasitasnya sebagai notaris tapi 

sebagai PPAT. Oknumnya sama tapi jabatannya berbeda, sehingga dalam pelaksanaan 

pembuatan akta perjanjian jual beli tersebut, maka atas kesepakatan para pihak yaitu 

pihak calon penjual dan calon pembeli untuk menitipkan sertipikat hak atas tanah tersebut 

kepada notaris yang membuat akta perjanjian jual beli tersebut.31 

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

976/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt Tahun 2019 ini, salah satu alasan dibuatnya PPJB terlebih 

dahulu adalah karena belum selesainya pengurusan untuk persertipikatan tanah yang akan 

dijual oleh Tuan AK tersebut kepada Tuan JH. Tanah yang hendak dijual oleh Tuan AK 

yaitu tanah di Blok Tikusan tersebut pada awalnya adalah milik beberapa anggota 

masyarakat yang telah dibeli oleh Tuan AK secara bertahap, sehingga luasnya mencapai 

sekitar ± 32.000 m2 dengan alas hak berupa girik. Tuan JH kemudian tertarik untuk 

membeli tanah tersebut seluas ± 32.000 m2 dari Tuan AK tersebut. Tuan AK sepakat 

membuat suatu perjanjian lisan dengan Tuan JK mengenai jual beli tanah girik (belum 

bersertipikat) tersebut dengan terlebih dahulu membuat akta PPJB dihadapan Notaris 

sebelum dibuat akta jual beli dihadapan PPAT setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh 

kedua belah pihak yaitu Tuan AK dan Tuan JH. Tuan AK menghendaki tanah di Blok 

Tikusan seluas ± 32.000 m2 tersebut dinaikkan haknya menjadi hak milik yang akan 

dijadikan sertipikat induk sebelum dilaksanakan pembangunan dikawasan Blok Tikusan 

tersebut dan pengurusan menjadi hak milik ini sudah di proses. 

Dalam kesepakatan lisan antara Tuan AK dan Tuan JH telah dinyatakan bahwa 

tanah di Blok Tikusan seluas ± 32.000 m2 tersebut akan dibayar lunas oleh Tuan JH 

apabila seluruh pengurusan dokumen atas tanah tersebut telah selesai dan telah menjadi 

sertipikat hak milik atas nama Tuan AK. Setelah tanah tersebut menjadi tanah yang 

bersertipikat hak milik atas nama Tuan AK maka baru akan dilaksanakan pelaksanaan 

pembuatan AJB dihadapan PPAT dan kemudian dalam pembuatan AJB tersebut Tuan JH 

dalam pelaksanaan balik nama dari Tuan AK kepada Tuan JH akan dimohonkan 

penurunan hak atas tanah di Blok Tikusan tersebut dari tanah sertipikat Hak Milik 

menjadi tanah sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai syarat untuk dapat dimiliki 

 

30 Hizbul Maulana, Masyarakat Indonesia Membutuhkan Notaris, (Jakarta: Primamedia, 2015), 

hlm. 38. 

31 Nusyirwan, Membedah Profesi Notaris, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000), hlm. 32. 
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oleh suatu perseorang terbatas yang bergreak di bidang pembangunan rumah (properti). 

Alasan lain dibuatnya PPJB terlebih dahulu pada Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt Tahun 2019 ini adalah karena 

pembayaran yang dilakukan oleh Tuan JH belum memenuhi syarat Jual Beli yaitu 

‘Terang dan Tunai’. Terang artinya “jual beli yang dilakukan oleh para pihak yaitu secara 

terang dihadapan pejabat umum yang berwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT).”32 Tunai (riil) artinya dalam proses jual beli tersebut pembayarannya harus 

dilakukan secara tunai dan nyata (dibayar lunas).33 Pembayaran yang dilakukan oleh 

Tuan JH adalah pembayaran secara bertahap, dimana Tuan JH membayarkan 

Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada saat setelah penandatanganan 

PPJB No. 148 yang dibuat antara Tuan AK dan Tuan JH dan kemudian sisanya yaitu 

sebesar Rp5.500.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan setelah objek 

perjanjian dapat dimiliki sepenuhnya oleh Tuan JH. Hal-Hal tersebut yang menjadi alasan 

Tuan AK dan Tuan JH membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu 

pada Notaris HL sebelum membuat Akta Jual Beli (AJB) pada PPAT. 

Terkait pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, 

baik dalam hal pembuatan Akta Jual Beli (AJB) terhadap hak atas tanah yang telah 

bersertipikat maupun dalam hal pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), maka 

notaris melakukan penyimpanan sertipikat hak atas tanah tersebut, atas kesepakatan para 

pihak yakni pihak calon penjual dan pihak calon pembeli. Hal ini bertujuan agar 

pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut memiliki kekuatan hukum dan dipatuhi oleh para 

pihak dengan dititipkannya sertipikat hak atas tanah di dalam penyimpanan protokol 

notaris. Penitipan sertipikat hak atas tanah dalam penyimpanan protokol notaris menjadi 

tanggung jawab notaris sepenuhnya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 

misalnya sertipikat tersebut rusak atau hilang dalam penyimpanan protokol notaris. 

Notaris dalam hal pengurusan akta yang berhubungan dengan pertanahan, 

memiliki kewenangan untuk menyimpan dokumen yang berupa alas hak milik klien yang 

akan diurus (diturunkan/ditingkatkan) haknya. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL 

dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 

976/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT sudah sesuai dengan wewenangnya. Pada Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.976/PDT.G/2019/PN.JKT.Brt juga dinyatakan 

bahwa gugatan terhadap Notaris yaitu bahwa notaris diduga melakukan perbuatan 

melawan hukum karena notaris menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap (Tuan 

AK), dinyatakan salah. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa 

perbuatan notaris yang menyimpan/menahan sertipikat hak atas tanah itu sudah tepat 

karena Notaris HL melakukan penyimpanan dan penahanan sertipikat hak atas tanah 

milik Tuan AK berdasarkan ketentuan PPJB No. 148 tanggal 08 Oktober 2012 yang 

dibuat antara Tuan AK sebagai penjual dan Tuan JH sebagai pembeli pada kasus ini. 

Notaris HL memiliki kewenangan dalam menyimpan dan menahan dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AH atas dasar ketentuan dalam 

PPJB No. 148 tanggal 08 Oktober 2012. 

 

32 Baharudin, “Kewenangan PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah”, Jurnal Keadilan Progresif, 

(2014): 89. 

33 Pengadilan Negeri Martapura, Putusan PN Martapura Nomor 24/Pdt.G/2016/Pn.Mtp Tahun 

2016. 
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Penyimpanan/penahanan dokumen yang berupa alas hak milik Tuan AK yang 

dilakukan oleh Notaris HL ini dilakukan untuk dalam hal pengurusan untuk 

melaksanakan pengikatan jual beli tersebut, Notaris membutuhkan dokumen-dokumen 

kepemilikan tanah yang hendak diurusnya. Dokumen-dokumen tersebut harus dipegang 

aslinya oleh Notaris yang bersangkutan untuk digunakan dalam proses pencocokan surat-

surat/dokumen-dokumen tanah tersebut. Jadi jika dokumen asli kepemilikan tanah berada 

dalam penguasaan Notaris, bukan berarti Notaris tersebut bermaksud untuk 

menggelapkan dokumen tersebut. Notaris dalam masa-masa pengurusan untuk 

melaksanakan pengikatan jual beli seperti halnya dalam kasus ini, juga tidak bisa 

memberikan dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah tersebut kepada siapapun atau 

pihak manapun. Hal ini didasarkan pada Pasal 16 ayat 1a UU No. 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yaitu 

“Notaris berkewajiban menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 

hukum”34, dimana dalam kasus ini Notaris HL melindungi kepentingan para pihak itu 

karena sudah adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tuan JH selaku pembeli tanah 

Tuan AK, ditambah lagi dengan adanya cidera janji dari pihak Tuan AK. 

Kewenangan notaris lainnya yang berkaitan dengan pengurusan sertipikat untuk 

perjanjian jual beli adalah untuk tanah yang belum terdaftar (belum memiliki sertipikat), 

dengan membuat akta pelepasan hak dengan ganti rugi (APHGR). Sesuai dengan akta 

APHGR yang dibuat oleh notaris, maka pihak pembeli tanah yang belum terdaftar hak 

nya (belum bersertipikat) tersebut dapat mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut 

ke kantor pertanahan setempat untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah. 

Dilihat dari ketentuan Pasal 24 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

tanah tersebut, akta jual beli terhadap tanah yang belum bersertipikat yang disebut dengan 

akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) yang dibuat oleh notaris, dapat dijadikan 

dasar hukum pengajuan permohonan hak atas tanah di kantor pertanahan tempat tanah 

tersebut berada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tersebut 

di atas, maka dapat dikatakan “bahwa akta PHGR sebagai akta autentik notaris, 

merupakan bukti peralihan penguasaan fisik atas tanah dari pihak penjual kepada pihak 

pembeli, yang dapat dijadikan alas hak bagi pihak pembeli tersebut untuk mengurus 

sertipikat hak atas tanah di kantor pertanahan setempat.”35 

Menurut uraian tersebut di atas, maka berkaitan dengan pengurusan sertipikat untuk 

perjanjian jual beli, adalah bahwa notaris berwenang membuat akta perjanjian jual beli 

atau perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB sebagai perjanjian pendahuluan sebelum 

dilaksanakannya/dibuatnya Akta Jual Beli dihadapan PPAT pada saat kedua belah pihak 

baik pembeli maupun penjual telah memenuhi seluruh persyaratan secara hukum untuk 

terlaksananya pembuatan akta jual beli tersebut dihadapan PPAT. Notaris dalam hal 

pengurusan untuk melaksanakan pengikatan jual beli tersebut memiliki kewenangan 

untuk menyimpan dokumen yang berupa alas hak milik klien yang akan diurus 

(diturunkan/ditingkatkan) haknya. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL dalam 

kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 976/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT 

 

34 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004…, Ps. 16 ayat 1a. 

35 Edwar, Faisal A. Rani, Dahlan Ali, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari 

Konsep Equality Before The Law”, Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 1, (2019): 180. 
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sudah sesuai dengan wewenangnya. Notaris HL memiliki kewenangan dalam menyimpan 

dan menahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik 

Tuan AH berdasarkan ketentuan PPJB No. 148 tanggal 08 Oktober 2012 dan juga sesuai 

dengan Pasal 16 ayat 1a  UUJN, dimana Notaris HL memiliki kewajiban untuk 

melindungi kepentingan para pihak itu (yaitu berdasarkan kasus ini Tuan JH maupun 

Tuan AK), dia tidak bisa memberikan dokumen itu kembali kepada Tuan AK. 

 

2.2 Dampak Penahanan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai Perbuatan Melawan 

Hukum Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

976/PDT.G/2019/PN.JKT.BRT 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tertulis bahwa, “Semua persetujuan yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”36 

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut merupakan asas dari kebebasan 

membuat perjanjian oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) “hak atas tanah yang telah terdaftar (bersertipikat), 

merupakan salah satu perjanjian yang diakui keabsahannya secara hukum berdasarkan 

asas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata tersebut.”37 Selanjutnya, ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH 

Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang pernah dibuat tidak bisa dibatalkan 

secara sewenang-wenangnya oleh para pihak.38 “Pembatalan sebuah perjanjian hanya 

dapat dilakukan dengan kesepakatan para pihak atau karena oleh undang-undang 

dinyatakan cukup alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Selain itu pembatalan 

suatu perjanjian dapat terlaksana karena suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, atas pengajuan gugatan salah satu pihak yang membuat perjanjian 

tersebut.”39 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah wajib dilaksanakan oleh 

para pihak dengan itikad baik (te goeder trouw / in good faith). Hal ini ditegaskan pada 

ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yakni sesuai dengan ketentuan hukum yang 

termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

“setiap pembatalan suatu perjanjian yang dilakukan para pihak yang membuat perjanjian 

yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut di atas merupakan 

suatu perbuatan melawan hukum perjanjian.”40 Suatu perbuatan melawan hukum perdata 

yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain mewajibkan orang yang melakukan 

perbuatan melawan hukum tersebut mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. 

Ketentuan tentang perbuatan melawan hukum tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 

1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, “tiap perbuatan melawan hukum yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan 

 

36 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]…, Ps.1338 ayat (1). 

37 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]…, Ps.1338 ayat (1). 

38 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]…, Ps.1338 ayat (2). 

39 Soerjono Soekanto, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 74. 

40 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]…, Ps.1338 ayat (3). 
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kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”41 Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata 

tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum 

tersebut meliputi: 

a) “ada perbuatan melawan hukum 

b) ada kesalahan; 

c) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan 

d) ada kerugian.”42 

Perbuatan melawan hukum berarti adanya sebuah perbuatan maupun tindakan 

melawan/melanggar hukum oleh pelaku. Pengertian melawan hukum pada awalnya 

adalah bahwa hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-

undang. Orang maupun badan hukum hanya bisa digugat bila dia melanggar hukum 

tertulis (undang-undang) saja.43 Namun sejak tahun 1919, terdapat Putusan Mahkamah 

Agung Belanda pada kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang 

kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum, yakni tidak terbatas pada 

undang-undang (hukum tertulis) saja, namun juga pada hukum yang tidak tertulis, 

yakni:44  

a) “Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas 

melanggar undang-undang. 

b) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah 

melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak 

terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, 

nama baik ataupun hak perorangan lainnya). 

c) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik 

yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik. 

d) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 

KUHPerdata). 

e) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. 

Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan 

yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat 

untuk memperhatikan kepentingan orang lain.” 

 

Unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum ada 2 (dua), bisa karena 

kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran, yang oleh 

orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. 

Sedangkan, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya 

dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang 

lain. Namun demikian, ada kalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur 

kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat 

pikirannya (tidak waras). “Unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan 

melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum 

 

41 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek] …, Ps.1365. 

42 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]…, Ps.1365. 

43 Putusan Mahkamah Agung Belanda Kasus Arrest Cohen-Lindenbaum, 31 Januari 2019. 

44 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek] …, Ps.1335-1337. 
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tersebut pengertiannya adalah bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang 

dilakukan dengan akibat yang timbul secara langsung.”45 Contohnya, kerugian yang 

disebabkan karena perbuatan si pelaku atau dengan lain kata, kerugian tidak akan terjadi 

bila pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Pengertian unsur 

kerugian ialah bahwa akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian.  Kerugian pada hal 

ini terbagi jadi 2 (dua) yaitu materil dan imateril. Materil contohnya seperti kerugian 

karena kecelakaan atau tabrakan mobil, laba yang hilang, ongkos pengiriman barang, 

pembayaran biaya, jasa, serta lain-lainnya. Imateril contohnya seperti kekecewaan, 

ketakutan, sakit, kehilangan semangat hidup serta penyesalan yang  tentunya pada 

praktiknya dinilai dalam bentuk uang.46  

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa, seseorang bertanggung 

jawab juga pada kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah 

pengawasannya (vicarious liability), maupun orang-orang yang jadi tanggungannya, 

bukan hanya tanggunggjawab atas kerugian yang dikarenakan oleh diri sendiri.47 Ada 

juga ganti rugi-ganti rugi lainnya yakni, ganti kerugian untuk “pemilik hewan (Pasal 1368 

KUHPerdata), ganti kerugian untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 

KUHPerdata), ganti kerugian untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh 

(Pasal 1370 KUHPerdata), ganti kerugian karena sudah cacat atau luka anggota badan 

(Pasal 1371 KUHPerdata), ganti kerugian karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 

KUHPerdata).”48 KUHPerdata tidak mengatur soal “ganti kerugian yang harus dibayar 

karena Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Pasal 1243 KUH Perdata memuat 

ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi. Maka menurut Yurisprudensi, ketentuan 

ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan mutatis mutandis untuk menentukan 

ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.”49 Pada prinsipnya dalam suatu 

pembuatan akta autentik atas kehendak para pihak, notaris hanya bertindak untuk 

mengakomodir keinginan para pihak pada pembuatan akta autentik mengenai perbuatan 

hukum perjanjian tertentu yang dimuat ke dalam akta autentik tersebut. Notaris di dalam 

menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu 

pada “kedudukannya (posisinya) yang tidak  memihak dan mandiri (independens). 

Notaris selaku pejabat umum didalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan 

kepada para pengguna jasanya (klien) menyangkut pembuatan akta autentik, sama sekali 

bukan pihak yang berkepentingan. Notaris bukan pihak dalam pembuatan akta autentik 

tersebut. Notaris bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu pihak (pengguna jasa 

notaris/klien). Kemandirian seorang Notaris tercermin dari keahlian yang  dimiliki serta 

 

45 R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1992), hlm. 10. 

46 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek] …, Ps.1365. 

47 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]…, Ps.1367 ayat (1). 

48 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]…, Ps.1368-1372. 

49 Agustan dan Khairulnas. Tata Kelola kantor Notaris/PPAT,  (Yogyakarta: UII Press, 2018), 

hlm. 23. 
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didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan memiliki keterampilan yang tinggi 

serta memiliki integritas moral yang baik.”50 

Kemandirian seorang Notaris terletak pada hakekatnya selaku pejabat umum, 

yang bertugas untuk mengkonstatir atau mengakomodir ke dalam akta autentik apa yang 

menjadi keinginan dari para penghadap tersebut. Apabila terjadi sengketa antara para 

penghadap dalam pelaksanaan isi perjanjian yang termuat dalam akta autentik notaris 

tersebut, maka notaris bukan pihak yang dapat dituntut pertanggung jawabannya. 

Sengketa diantara para penghadap dalam hal pelaksanaan perjanjian yang termuat dalam 

akta autentik tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penghadap. “Notaris 

dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila dalam pembuatan akta autentik 

tersebut notaris melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta autentik tersebut 

terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, atau karena kesalahan notaris dalam 

menginput data yang dimasukkan ke dalam akta autentik, sehingga akta tersebut 

mengandung keterangan palsu atau tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.”51 

Apabila notaris dalam pembuatan akta autentik tersebut melakukan kesalahan 

sehingga akta autentik yang dibuatnya tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan 

atau mengandung kebenaran palsu, maka dalam hal ini notaris dapat dimintai 

pertanggung jawabannya baik secara hukum perdata, pidana maupun secara administratif. 

Namun, jika “akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku dan mengandung keabsahan dan kekuatan hukum sebagai akta 

autentik namun yang bersengketa adalah para penghadap dalam pelaksanaan perjanjian 

sebagaimana termuat di dalam akta autentik tersebut, maka pada prinsipnya notaris 

tersebut tidak dapat dituntut secara hukum baik perdata, pidana maupun administratif.”52 

Penitipan alas hak atas tanah yang dilakukan oleh pihak penggugat yaitu Tuan AK 

kepada Notaris HL, sebagaimana tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, adalah dalam rangka pengurusan atas alas hak dari 

tanah-tanah yang seluas ± 32.000 m2 (tiga puluh dua ribu meter persegi) terletak di Blok 

Tikusan, Jakarta Barat, untuk diturunkan alas haknya dari Hak Milik menjadi Hak Guna 

Bangunan. Hal ini terjadi karena antara Tuan AK dengan Tuan JH selaku Direktur PT. 

AP telah terjadi suatu kesepakatan pembuatan akta PPJB No.148, tanggal 08 Oktober 

2012 yang dibuat dihadapan Notaris HL. Di dalam PPJB No.148 tanggal 08 Oktober 2012 

tersebut telah disepakati antara Tuan JH sebagai pembeli dengan Tuan AK sebagai 

pemilik tanah dinyatakan bahwa Tuan AK sebagai Pihak Pertama dalam akta ini 

menyatakan telah melepaskan seluruh hak-haknya yang dimiliki atas 8 (delapan) bidang 

tanah hak milik kepada Pihak Kedua Tuan JH dengan catatan bahwa Pihak Kedua (Tuan 

JH) dalam hal ini akan memberikan kompensasi sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar 

rupiah) kepada Pihak Pertama dengan perincian sebagai berikut :53 

a) “Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang akan dibayarkan setelah 

 

50 Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan 

Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Jurnal Hukum ADIL, (2016): 46. 

51 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, cet. 1, (Bandung: 

Mandar Maju, 2011), hlm. 76. 

52 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta…, hlm. 77. 

53 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan PN Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt 

Tahun 2019. 

https://www.neliti.com/id/journals/adil-jurnal-hukum
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penandatanganan akta ini ; 

b) Sisanya sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) akan dibayarkan setelah 

objek perjanjian dapat dimiliki sepenuhnya oleh Pihak Kedua ; 

c) Para Pihak sepakat bahwa masa penyelesaian sengketa atas permohonan hak atas 

objek perjanjian akan diselesaikan dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah 

tanggal perjanjian ini, apabila melebihi dari yang ditentukan Pihak Pertama dapat 

mencairkan sebagian pembayaran yaitu sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah).” 

Terkait PPJB No.148, tanggal 08 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris 

HL, maka Tuan AK telah menerima dana atas pelepasan hak tanah yang dimilikinya dari 

Tuan JH sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Rp 

7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga sisa dana yang harus dibayarkan oleh Tuan 

JH kepada Tuan AK adalah sebesar Rp5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah) 

yang akan dibayarkan oleh Tuan JH kepada Tuan AK setelah pengurusan sertipikat hak 

atas tanah selesai dan telah beralih kepemilikan kepada pihak Tuan JH (PT.API). Namun 

demikian sebelum sertipikat tersebut selesai dari kantor pertanahan, Tuan AK telah 

mengambil sisa kekurangan pembayaran tersebut sebesar Rp5.500.000.000 (lima milyar 

lima ratus juta rupiah) kepada Tuan JH yang tentu saja tidak dapat dipenuhi oleh pihak 

pembeli karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dicantumkan di dalam PPJB 

No. 148 tanggal 08 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris HL tersebut. Oleh 

karena itu maka perbuatan Tuan AK dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau cidera 

janji karena perbuatan penagihan yang dilakukan oleh Tuan AK kepada pihak Tuan JH 

tidak sesuai dengan kesepakatan dalam PPJB yang disebabkan karena sertipikat hak atas 

tanah tersebut belum selesai atau belum terbit atas nama Tuan JH. 

Penitipan alas hak atas tanah yang dilakukan oleh Tuan AK kepada Notaris HL 

merupakan suatu kesepakatan antara Tuan AK dengan Tuan JH dalam upaya pengurusan 

hak atas tanah ke kantor pertanahan setempat. Tidak ada pemaksaan atau bujukan dari 

Notaris HL untuk menyuruh Tuan AK menitipkan alas-alas hak yang dimilikinya kepada 

Notaris HL tersebut. Oleh karena itu maka Notaris HL hanya merupakan pihak yang 

netral sebagai notaris dalam menerima titipan yang disampaikan oleh kedua belah pihak 

tersebut. Selain itu, Notaris melakukan penyimpanan/penahanan dokumen atau sertipikat 

alas hak milik Tuan AK karena untuk keperluan pengurusan untuk melaksanakan jual 

beli ini, Notaris HL membutuhkan kelengkapan dokumen-dokumen asli kepemilikan 

tanah yang hendak diurus tersebut. Notaris HL berwenang dalam rangka pelaksanaan 

jabatannya untuk membuat suatu akta autentik yaitu dasarnya adalah dokumen/sertipikat 

hak atas tanah milik Tuan AK.  Dokumen-dokumen/sertipikat alas hak milik Tuan AK 

harus dalam penguasaan Notaris HL dan dokumen/sertipikat itu nantinya akan diserahkan 

kepada pihak yang berhak sesuai dengan kesepakatan dalam PPJB. Jadi jika Notaris HL 

melakukan penyimpanan/penahan dokumen kepemilikan tanah Tuan AK, bukan berarti 

bahwa Notaris HL hendak bermaksud untuk menggelapkan dokumen tersebut, melainkan 

Notaris HL melakukan hal tersebut karena Notaris HL ingin melakukan tindakan 

pengurusan atas tanah ini.  

Saat masa-masa pengurusan untuk melaksanakan jual beli tersebut, dimana 

Notaris melakukan pencocokan sertipikat-sertipikat tanah tersebut, Notaris tidak boleh 

memberikan dokumen/sertipikat hak atas tanah tersebut kepada siapapun (ini dinamakan 

keadaan stagnan), baik itu kepada pihak pembeli (Tuan JH) maupun kepada pihak penjual 

(Tuan AK). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat 1a UU No. 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang 
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Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut 

UUJN), yaitu “Notaris berkewajiban menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 

perbuatan hukum”54, dimana sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada analisis 

rumusan masalah 1 (pertama), dalam kasus ini Notaris HL melindungi kepentingan para 

pihak yaitu Tuan JH dan juga Tuan AK karena sudah adanya pembayaran yang dilakukan 

oleh Tuan JH kepada Tuan AK yaitu sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus 

juta rupiah), ditambah lagi dengan adanya cidera janji dari pihak Tuan AK. Dengan 

demikian, maka notaris HL tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan 

hukum pada saat Tuan AK meminta kepada Notaris HL untuk menyerahkan kembali 

seluruh alas hak atas tanahnya tersebut namun Notaris HL tidak mengembalikannya 

kepada Tuan AK. 

Penolakan Notaris HL terhadap permintaan Tuan AK untuk menyerahkan alas 

hak atas tanah yang telah dititipkannya kepada Notaris HL adalah karena penitipan alas 

hak atas tanah tersebut bukan kesepakatan antara Tuan AK dengan Notaris HL, 

melainkan merupakan kesepakatan antara Tuan AK dengan Tuan JH. Oleh karena itu, 

permintaan alas hak atas tanah yang dilakukan oleh Tuan AK seharusnya dengan 

melakukan kesepakatan dengan Tuan JH, apabila pihak Tuan JH setuju dengan 

pengambilan kembali alas-alas hak yang telah dititipkan kepada Notaris HL tersebut 

maka pihak Tuan AK baru dapat mengambil alas-alas hak atas tanah yang dititipkannya 

kepada Notaris HL. Oleh karena itu, Notaris HL tidak memiliki kewenangan untuk 

menyerahkan alas-alas hak atas tanah milik Tuan AK tersebut kepada Tuan AK apabila 

tidak disetujui oleh pihak Tuan JH, hal ini disebabkan karena Tuan AK telah terikat dalam 

PPJB No. 148 tanggal 08 Oktober 2012 dengan pihak Tuan JH.  

Terlihat dari uraian tersebut di atas, terhadap penitipan dokumen-dokumen hak 

atas tanah milik Tuan AK yang berada di dalam penyimpanan Notaris HL yang diminta 

kembali oleh Tuan AK tersebut dan tidak diberikan oleh Notaris HL, bukan merupakan 

perbuatan penahanan dokumen/sertpikat alas hak atas tanah dan bukan merupakan 

perbuatan melawan hukum. Notaris HL justru melakukan perbuatan yang didasarkan 

kepada undang-undang, yaitu berdasarkan PPJB No. 148 tanggal 08 Oktober 2012 yang 

merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Notaris HL berpegang 

kepada PPJB No. 148 tanggal 08 Oktober 2012, dalam hal melakukan penahanan 

terhadap dokumen-dokumen hak atas tanah milik Tuan AK tersebut. Oleh karena itu 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt 

menyatakan gugatan Penggugat (Tuan AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver 

klaard) karena melanggar ketentuan PPJB No. 148 tanggal 08 Oktober 201255 yang 

merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan menghukum Tuan  

AK untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.706.000,-(tujuh juta tujuh ratus enam 

ribu rupiah). Maka Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 

976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt sudah tepat dan sudah sesuai dengan asas hukum perjanjian, 

khususnya tentang Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa, “Semua perjanjian yang 

 

54 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004…, Ps. 16 ayat 1a. 

55 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

976/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt Tahun 2019. 
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dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”56 dan 

juga sesuai dengan pada Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa 

penarikan suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan 

persetujuan kedua belah pihak.57 Oleh karena itu perjanjian yang telah dibuat oleh para 

pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

Penolakan gugatan yang diajukan oleh Tuan AK kepada Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat yang termuat dalam Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt selain tidak 

memenuhi persyaratan formil yang telah ditetapkan dimana Tuan AK sebagai penggugat 

tidak mengikutsertakan Tuan JH sebagai tergugat, karena pembuatan PPJB No. 148 

tanggal 08 Oktober 2012 merupakan dasar hukum dititipkannya dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AK kepada notaris HL. Oleh karena 

itu seharusnya Tuan AK hanya mengajukan gugatan terhadap Tuan JH sebagai salah satu 

pihak dalam pembuatan PPJB, dalam hal ini adalah calon pembeli yang telah 

menyerahkan sejumlah dana sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta 

rupiah)58 kepada Tuan AK dan Tuan AK tidak melakukan pengembalian terhadap dana 

yang telah diterimanya tersebut, namun menuntut pengembalian dokumen-dokumen 

penguasaan fisik tanah miliknya tersebut. 

Gugatan Tuan AK terhadap notaris HL tidak memiliki dasar hukum yang kuat, 

karena Notaris HL merupakan pejabat umum yang melaksanakan kewajibannya dalam 

pembuatan akta PPJB dan pengurusan penurunan dalam hal ini, hak atas tanah dari tanah 

hak milik menjadi tanah tanah sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pihak Tuan JH 

(PT.API). Gugatan perbuatan melawan hukum yang termuat di dalam gugatan petitum 

Tuan AK terhadap Notaris HL merupakan perbuatan melawan hukum karena Notaris HL 

tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan pelaksanaan pembuatan 

PPJB maupun pengurusan hak atas tanah ke kantor pertanahan setempat dalam 

pelaksanaan PPJB tersebut. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

dalam Putusan No. 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang menyatakan bahwa gugatan 

penggugat (Tuan AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver klaard)59 sudah tepat.  

Penahanan/penyimpanan sertipikat hak atas tanah dalam kasus pada Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt Tahun 2019 ini tidak 

menimbulkan dampak kepada Notaris HL karena perbuatan penahanan/penyimpanan 

yang dilakukan oleh Notaris HL sudah sesuai dengan yang tertulis dalam PPJB No.148 

dan perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Notaris HL tidak 

harus memberikan ganti rugi terhadap pihak manapun. Dampak dari hal ini justru terlihat 

pada Tuan AK dan Tuan JH. Perjanjian antara Tuan AK dan Tuan JH yaitu PPJB No.148 

memang tidak dinyatakan batal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

976/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt ini, namun jika dilihat dari adanya cidera janji dari Tuan AK 

dan lain sebagainnya, bisa saja di kemudian hari perjanjian antara Tuan AK dan Tuan JH 

 

56 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]…, Ps.1338 ayat (1). 

57 Ibid, Ps. 1338 ayat (2). 

58 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Pengadilan... 

59 Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

976/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt Tahun 2019. 
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yaitu PPJB No.148 dibatalkan, baik itu Tuan JH yang minta dibatalkan ataupun Tuan AK 

yang meminta pembatalan PPJB No.148 tersebut. 

 

3.  PENUTUP 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik adalah, sebagai berikut: 

1. Kewenangan notaris terhadap penahanan sertipikat untuk perjanjian pengikatan jual 

beli adalah berkaitan dengan pengurusan sertipikat untuk perjanjian jual beli, Notaris 

berwenang hanya sebatas pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam 

hal pengurusan itu, Notaris memiliki kewenangan untuk menyimpan 

sertipikat/dokumen yang berupa alas hak milik klien yang akan diurus haknya. 

Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris HL dalam kasus pada Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat No. 976/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT sudah sesuai dengan 

wewenangnya. Notaris HL memiliki kewenangan dalam menyimpan dan menahan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penguasaan fisik tanah milik Tuan AH 

berdasarkan ketentuan PPJB No. 148 tanggal 08 Oktober 2012 dan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 16 ayat 1a UUJN, dimana Notaris HL wajib melindungi kepentingan 

para pihak yaitu Tuan JH dan juga Tuan AK. 

2. Dampak penahanan sertipikat hak atas tanah sebagai perbuatan melawan hukum 

notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 

976/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT adalah bahwa notaris melakukan penahanan terhadap 

dokumen alas hak atas tanah milik Tuan AK berdasarkan PPJB No. 148 tanggal 08 

Oktober 2012, dimana telah terjadi kesepakatan pengikatan antara Tuan AK dengan 

Tuan JH dihadapan Notaris HL. Oleh karena itu,  penahanan dokumen alas hak atas 

tanah milik Tuan AK tersebut dipandang tidak melawan hukum oleh Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT. Putusan 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa gugatan 

penggugat (Tuan AK) tidak dapat diterima (niet onvanklijk ver klaard) sudah tepat 

karena gugatan Tuan AK tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini tidak 

berdampak pada Notaris dan Notaris tidak harus memberikan ganti rugi terhadap pihak 

manapun akibat perbuatan penahanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penguasaan fisik tanah milik Tuan AK tersebut. 

3.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan analisis permasalahan dan 

simpulan yang telah dijabarkan adalah: 

1. Hendaknya Notaris sebelum membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

memberikan suatu penyuluhan hukum kepada para pihak bahwa penahanan sertifikat 

atau dokumen asli atas tanah (penyimpanan dokumen) dalam pembuatan PPJB 

merupakan kewenangan dari Notaris dan perbuatan penahanan dokumen tersebut 

bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Mungkin masih banyak orang awam 

yang tidak mengerti mengenai Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB). 

2. Notaris hendaknya dalam hal ini memberikan suatu penjelasan hukum terhadap para 

pihak mengenai hak dan kewajiban serta akibat hukum pembuatan PPJB bagi para 

pihak dalam pelaksanaan pembuatan akta PPJB tersebut, termasuk memberikan suatu 

penjelasan hukum kepada para pihak bahwa semua klausul yang termuat di dalam 

PPJB mengikat para pihak selama proses pengurusan dokumen tanah tersebut hingga 

terbitnya sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan setempat. 
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Selama masa pengurusan dokumen pertanahan tersebut maka para pihak tidak dapat 

menarik kembali dokumen tanahnya maupun membatalkan perjanjian tersebut secara 

sepihak dengan alasan apapun kecuali dengan kesepakatan bersama atau dengan 

melakukan gugatan ke pengadilan (melalui suatu putusan pengadilan) yang telah 

berkekuatan hukum tetap suatu akta autentik notaris dapat dibatalkan. 
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